KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SUMSEL BERKAT

DASAR HUKUM

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan
luran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2012
Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5746);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran negara Republik indonesia Nomor 6322);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59
Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan
Pembayaran Kontribusi luran Jaminan Kesehatan, luran Peserta Pekerja
Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat
Pelayanan di ruang Perawatan Kelas lll, dan Bantuan luran bagi Peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat
Pelayanan di ruang Perawatan Kelas |ll oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
685) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi luran Jaminan
Kesehatan, luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan
Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di ruang Perawatan Kelas lll, dan
Bantuan luran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta
Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di ruang Perawatan Kelas Il oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 476),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 76).

LATAR BELAKANG

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan
jaminan kesehatan di daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam Program
Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program
Jaminan Kesehatan sehingga perlu pengaturan mengenai kepesertaan, iuran
dan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dalam
rangka mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup
masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan diatas, menjadi latar belakang untuk menyusun
Rancangan Peraturan Gubernur Pelaksanaan Program Sumsel Berkat.




li. TUJUAN PENYUSUNAN
a. Rancangan Peraturan Gubernur ini sebagai payung hukum program prioritas
Gubernur Sumatera Selatan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
b. Rancangan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan
Program Sumsel Berkat (berobat Pakai KTP).

IV. SASARAN
a. Sasaran Rancangan Peraturan Gubernur ini adalah penetapan Peraturan
Gubernur sebagai dasar hukum pelaksanaan Program Sumsel Berkat di Provinsi
Sumatera Selatan.
b. Sasaran penyusunan Peraturan Gubernur sebagai dasar uraian tugas, dan
fungsi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan.

V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
a. Jangkauan Rancangan Peraturan Gubernur ini meliputi penyelenggaraan
Program Sumsel Berkat, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan
pengawasan dan pembiayaan Program Sumsel Berkat.
b.  Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Gubernur ini ditujukan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan Program Sumsel Berkat.

Vi. PENUTUP
Dengan adanya Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan ini diharapkan
dapat menjadi dasar hukum pelaksanaan Program Sumsel Berkat di Provinsi
Sumatera Selatan.
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